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KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Standar Operasional Prosedur.
Administrasi. Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi

yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel perlu
memperbaiki proses penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan dengan menerapkan standar operasional
yang pasti dan baku;

. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan

administrasi pemerintahan yang baik perlu
menyeragamkan penyusunan standar operasional
prosedur sehingga dapat meningkatkan kualitas
standar operasional di lingkungan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal,

. bahwa Peraturan Menteri Negara Pembangunan

Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Layanan di Lingkungan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal masih
terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan di lingkungan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal,
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Mengingat

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal.

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 142);

. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor 14/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal,

. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Ketatalaksanaan (Business Process);
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